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PRAKATA 
 

 

Assalaamu‟alaikum warohmatulloohi abarokaatuh,  

 

Salam sejahtera bagi kita semua, 

 

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat 

dan petunjuk Nya sehingga Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi 

civitas Akademika di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani 

Cimahi Edisi III telah dapat diselesaikan. 

 

Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini disusun merujuk pada Buku 

Panduan Edisi XII yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti. Biaya Pengabdian Kepada 

Masyarakat berbasis pada tema pengabdian dan luaran yang dihasilkan. Pertanggungjawaban 

biaya diatur dengan mengacu pada Peraturan Keuangan Republik Indonesia tentang Standar 

Biaya Keluaran dan PKRA Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. Dengan pertanggungjawaban 

berbasis luaran diharapkan dosen dapat lebih termotivasi untuk memenuhi target luaran yang 

dijanjikan dan mengoptimalkan produktivitas luaran Pengabdian Kepada Masyarakat 

sehingga mampu meningkatkan kinerja Pengabdian Masyarakat. 

 

Meskipun belum sepenuhnya sempurna, Panduan ini memberikan arahan dalam Pelaksanaan 

Pengabdian Kepada Masyarakat mengikuti fokus, tema, dan topik riset yang akan dilakukan. 

Selain itu terbitnya Panduan ini diharapkan dapat mmberikan acuan dan upaya 

mempersiapkan diri dalam pengajuan proposal memperoleh Hibah Pengabdian Kepada 

Masayrakat baik dari Kemenristek Dikti ataupun hibah lainnya. 

 

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian civitas akademia di lingkungan Stikes 

Jenderal A. Yani Cimahi. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan 

Stikes Jenderal A. Yani Cimahi, bangsa Indonesia, dan dunia pendidikan kita pada 

khususnya. 

 

Wassalamu‟alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh 
 

 

Cimahi, Februari 2019 

            

             Ka LPPM 

Stikes Jenderal A. Yani Cimahi 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc 
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SAMBUTAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  

JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI 
 
 
 
Assalaamu‟alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh, 
 
 
Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat sehingga Panduan 

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masayarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal 

Achmad Yani Cimahi ini dapat diselesaikan. Penerbitan Panduan Pengabdian Kepada 

Masyarakat  ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan 

efisiensi pengelolaan pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 

Jenderal Achmad Yani Cimahi. 

 

Panduan ini mengacu pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di 

Perguruan Tinggi Edisi XII yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada 

Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementrian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

 

Sebagaimana Himbauan Kemenristek Dikti, salah satu upaya penentu kinerja Perguruan 

Tinggi adalah penyelenggaraan pengabdian masyarakat yang bermutu tinggi dan relevan 

dengan kebutuhan pembangunan nasional, sehingga berkontribusi secara nyata kepada 

peningkatan daya saing bangsa. Penelitian selain perlu diarahkan untuk menghasilkan 

produk inovasi dan respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat, luaran hasil penelitian ini 

juga perlu diarahkan untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).  

 

Menyadari pentingnya peran penelitian di perguruan tinggi, Saya mengharapkan agar LPPM 

Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi selalu mendorong terbangunnya sistem inovasi dalam 

penyelenggaraan Penelitian dengan memanfaatkan kepakaran yang ada di Stikes Jenderal A. 

Yani Cimahi. Dengan senang hati saya menyambut baik terbitnya Buku Panduan 

Pelaksanaan Penelitian ini dan semoga dapat lebih meningkatkan produktivitas para dosen 

atau civitas akademika di Stikes A. Yani Cimahi.  

 

Wassalaamu‟alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh, 

 

 

 Cimahi, Februari 2019 

Ketua Stikes Jenderal A. Yani 

Cimahi 

 

 

Gunawan Irianto, dr., M.Kes (MARS) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan suatu kewajiban yang 

dilakukan di Perguruan tinggi di samping melaksanakan pendidikan dan 

penelitian sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban 

tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sebagaimana visi 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yakni “Terwujudnya 

pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk 

mendukung daya saing bangsa” Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan 

untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, 

sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh keahlian SDM dan 

lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, 

pengembangan, dan penerapan iptek yang ditunjang oleh penguatan 

kelembagaan, sumber daya, dan jaringan. 

Perguruan tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi yang 

mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Di masa mendatang, 

perguruan tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan 

lebih banyak lagi inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat. 

Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 

2015, sasaran program dan indikator kinerja program yang berkaitan langsung 

dengan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi: 1) 

meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi; 2) 

meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti; 3) meningkatnya relevansi, 

kualitas, dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti; 4) meningkatnya relevansi 

dan produktivitas riset dan pengembangan; dan 5) menguatnya kapasitas inovasi. 

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat di Stikes Jenderal A. Yani Cimahi harus 

diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu.  

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani (STIKES A. Yani) 

Cimahi sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang ada di Indonesia 

mempunyai kewajiban yang sama dalam mengarahkan kegiatan pengabdian 

masyarakat sebagai aplikasi dari penelitian di bidang kesehatan agar menemukan 

suatu inovasi keilmuan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum. 

Program ini dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang 

mengarahkan dan membimbing calon-calon peneliti untuk mendapatkan 
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kemampuan dan kepekaan meneliti. 

 

B. Tujuan  

 

Secara umum tujuan pengabdian kepada masyarakat di Stikes Jenderal A. 

Yani Cimahi adalah: 

1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan 

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 

2. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat; 

3. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat; 

4. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, 

atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun 

tidak langsung; 

5. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua 

strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan 

6. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk 

pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta 

kelestarian sumber daya alam. 

 

C. Standar Pengabdian Masyarakat 

 

Stikes Jenderal A. Yani Cimahi diharapkan dapat mengelola penelitian 

yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 

44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan 

ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian Masyarakat 

sebagai berikut: 

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal 

yang meliputi: a) hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan b) 

hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang 

dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang 

relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk 

pengayaan sumber belajar. 

2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal 

tentang: 

a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu 

pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil 

penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, dan b) hasil penelitian atau pengembangan 
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ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan 

dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, 

teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, 

rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan 

langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta 

Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, 

dunia usaha, dan/atau industri. 

3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria 

minimal tentang: a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; b) kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan 

ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, 

peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; c) 

pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, 

menjamin keselamatan kerja, kesehatan,kenyamanan, serta keamanan pelaksana, 

masyarakat, dan lingkungan; d) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus 

mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi 

ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan e) kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. 

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria 

minimal penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat; b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat 

dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi 

edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; 

c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian 

kepada masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran 

program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di 

masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar 

dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah 

sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan; dan e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan 

instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian 

kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. 

 

5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria 

minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode 
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penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta 

tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan 

berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; 

dan c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk 

menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang 

diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal 

Penguatan Riset dan Pengembangan. 

6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, 

merupakan kriteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan 

untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi 

untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan 

penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan 

area sasaran kegiatan; dan b) sarana dan prasarana pengabdian kepada 

masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk 

proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar 

mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 

7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria 

minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk 

mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai 

dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b) kelembagaan yang 

wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada 

masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, 

panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi 

pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; 

d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan 

sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain 

melalui kerja sama; dan e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan 

analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan 

prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan 

laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan 

data pendidikan tinggi. 
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8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, 

merupakan kriteria minimal: a) sumber dan mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan 

tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan 

pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan 

untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c) 

mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang 

harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi 

wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan e) perguruan tinggi tidak 

dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat. 
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BAB   II 

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT  

 
 
A. Pendahuluan 

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di LPPM Stikes Jenderal A. 

Yani Cimahi diarahkan untuk: 
1. Mewujudkan  keunggulan  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  

di  Stikes Jenderal A. Yani Cimahi; 

2. Meningkatkan daya saing di bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat pada tingkat nasional dan internasional; 

3. Meningkatkan  angka  partisipasi  dosen/peneliti  dalam  melaksanakan  

pengabdian masyarakat yang bermutu; dan 

4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan pengabdian masyarakat di Stikes 

Jenderal A. Yani Cimahi 

 

B. Program Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Program pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM Stikes 
Jenderal A. Yani Cimahi untuk dosen di perguruan tinggi merujuk pada 2 Kategori, 

yaitu Kompetitif dan Desentralisasi.  
Masing-masing kategori terdiri atas skema sebagai berikut: 

1. Kategori Kompetitif l 
a. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 

b. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS) 
c. Program Kuliah Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPPM) 

d. Program Pengembangan Kewirausahaan (PKK) 
e. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) 

 
2. Kategori Desentrelisasi 

a. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) 
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi 

(PPMUPT) 

Pendanaan Program Pengabdian Kepada Masayarakat diambil dari dana 

Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan PAGU Program Kerja LPPM Stikes 

Jenderal A. Yani Cimahi pada tahun berjalan dengan besaran dan kuota sebagai 
berikut: 

Tabel. 2.1 Pendaanaan Program Pengabdian Masyarakat 

Kategori Skema Kisaran Dana 

maksimal (Rp) 

Kompetitif  

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 5.000.000 

Program Kemitraan Masyarakat Stimulus 

(PKMS) 

5.000.000 

Program Kuliah Pembelajaran dan 

Pemberdayaan Masyarakat (PKPPM) 

 10.000.000,- 

Program Pengembangan Kewirausahaan (PKK) 15.000.000 

Program Pengembangan Usaha Produk 

Intelektual Kampus (PPUPIK) 

 

 20.000.000,- 
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Kategori Skema Kisaran Dana 

maksimal (Rp) 

Desentralisasi 

Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) 20.000.000,- 

Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan 

Perguruan Tinggi (PPMUPT) 

 25.0000.000,- 

       
Mekanisme Pencairan dana Penelitian terbagi dalam 2 tahap sebagi berikut: 

1. Pencairan dana tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai 

kontrak, dilakukan setelah pengumuman proposal dinyatakan layak untuk 

didanai dan Peneliti menandatangani Kontrak Penelitian. Pencairan dana 

dilakukan oleh Bendahara Keuangan tingkat Dekanat dan LPPM . 

2. Pencairan dana tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai 

perjanjian dilakukan setelah peneliti berhasil memenuhi semua tanggungjawab 

penyelesaian Program Penelitian Dosen sebagaimana yang tertera dalam 

Kontrak Penelitian. 

3. Komponen Dana Penelitian mengacu  Aturan yang dikeluarkan 

Kemneristekdikti, yang meliputi: 

 

Tabel. 2.2 Komponen Pendaanaan Program Pengabdian Masyarakat 

No Komponen Pembiayaan Nilai Maksimal 

1 Pembelian Bahan Habis Pakai 35 Persen 

2 Pembayaran Perjalanan Dinas (Biaya Untuk Transfortasi dan 

Akomodasi) dan atau pembelian perlatan penunjang 

30 persen 

3 Pembayaran Operasional lainnya yang diperlukan 20 Persen 

4 Monev LPPM 15 Persen 

 

C. Skema Pengabdian Masyarakat 

1. Kategori Kompetitif  

a. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 
b. Program Kuliah Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPPM) 

c. Program Pengembangan Kewirausahaan (PKK) 
 

2. Kategori Desentrelisasi 
a. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) 

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi 
(PPMUPT) 

Seluruh skema Pengabdian Masyarakat di atas diarahkan mengacu pada 

bidang fokus, tema, dan topik yang menjadi keunggulan Stikes Jenderal A. Yani 
Cimahi sebagaimana tertuang dalam RIP dan Road Map Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat Stikes Jenderal A. Yani Cimahi.   
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D. Indikator Kinerja Pengabdian Masyarakat 

Pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui 

penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional. Pencapaian 

kinerja utama pengabdian kepada masyarakat mengacu hasil pemetaan kinerja, 

seperti tertera pada Tabel berikut: 
 

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 

1 Publikasi di jurnal ilmiah 
cetak atau elektronik 

Artikel di Jurnal Internasional 
Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi 

Artikel di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi 

2 Artikel ilmiah dimuat di 
prosiding cetak atau elektronik 

Internasional 
Nasional 
Lokal 

3 Artikel di media masa 
cetak atau elektronik 

Nasional 

Lokal 

4 Dokumentasi pelaksanaan Video kegiatan 

5 (Keynote Speaker/Invited) 
dalam temu ilmiah 

Internasional 
Nasional 
Lokal 

6 Pembicara tamu 
(Visiting Lecturer) 

Internasional 

7 Kekayaan Intelektual (KI) Paten 
Paten Sederhana 
Perlindungan Varietas Tanaman 
Hak Cipta 
Merk Dagang 
Rahasia Dagang 
Desain Produk Industri 
Indikasi Geografis 
Perlindungan Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu 

8 Teknologi Tepat Guna 
9 Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial 

10 Buku Buku ber ISBN 
11 Bahan ajar 
12 Mitra Non Produktif Ekonomi Pengetahuannya meningkat 

Keterampilannya meningkat 
Kesehatannya meningkat 
Pendapatannya meningkat 
Pelayanannya meningkat 

13 Mitra Produktif 
Ekonomi/Perguruan Tinggi 

Pengetahuannya meningkat 
Keterampilannya meningkat 
Kualitas produknya meningkat 
Jumlah produknya meningkat 
Jenis produknya meningkat 
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No Jenis Luaran Indikator Pencapaian 

 Mitra Produktif 
Ekonomi/Perguruan Tinggi 

Kapasitas produksi meningkat 
Berhasil melakukan ekspor 
Berhasil melakukan pemasaran antar pulau 
Jumlah aset meningkat 
Jumlah omsetnya meningkat 
Jumlah tenaga kerjanya meningkat 
Kemampuan manajemennya meningkat 
Keuntungannya meningkat 
Income generating PT meningkat 
Produk tersertifikasi 
Produk terstandarisasi 
Unit usaha berbadan hukum 
Jumlah wirausaha baru mandiri 

14 Angka partisipasi dosen dan mahasiswa* 

 

E. Ketentuan Umum 

 

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat harus mengacu pada 

standar penjaminan mutu pengabdian masyarakat di Stikes Jenderal A. Yani 

Cimahi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan 

hal tersebut, LPPM Stikes Jenderal A. Yani Cimahi menetapkan ketentuan umum 

pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang diuraikan sebagai berikut. 

1. Pelaksana kegiatan adalah dosen tetap Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. 

2. Kualifikasi pendidikan minimal S-2. 

3. Tidak sedang melakukan pengabdian masyarakat dengan dana pengabdian 

masyarakat dari Kemristekdikti atau pihak lain pada tahun yang sama. 

4. Harus melibatkan minimal 2 (dua) orang Mahasiswa 

5. Proposal diusulkan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM), dengan cara diunggah melalui Email 

lppm.stikesayanicimahi@gmail.com atau lppm@stikesayani.ac.id  

6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), 

diwajibkan untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan 

pengelolaan pengabdian masyarakat dengan mengacu kepada sistem 

penjaminan mutu yang berlaku d i  Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. 

7. Pelaksnana kegiatan yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan 

target skema dapat dikenai sanksi berupa pengembalian dana luaran dan 

tidak dapat mengajukan kembali hibah pengabdian masyarakat biaya 

Internal. 

8. Pertanggungjawaban dana pengabdian masyarakat mengacu pada 

ketentuan bagian keuangan Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. 

9. Pelaksnana kegiatan wajib mencantumkan acknowledgement yang 

menyebutkan sumber pendanaan pada setiap luaran baik berupa publikasi 

ilmiah, makalah yang dipresentasikan maupun poster. 

mailto:lppm.stikesayanicimahi@gmail.com
mailto:lppm@stikesayani.ac.id
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F. Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 

 

Secara umum, tahapan kegiatan pengabdian masyarakat yang disetujui 

untuk didanai meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, 

penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran. Jadwal 

semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh LPPM Stikes Jenderal A. 

Yani Cimahi melalui laman dan/atau melalui media lain. 

Tahapan Prosedur/kegiatan pengabdian masyarakat dengan sumber dana 

Internal adalah sebagai berikut: 

1. Tahapan Pengumuman  

Pengelolaan kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan LPPM 

mengumumkan penerimaan usulan pengabdian masyarakat secara daring 

atau media lainnya melalui Program Studi atau dosen secara langsung. 

 

2. Tahapan Pengusulan Proposal 

Kegiatan pengabdian masyarakat mengusulkan proposal pengabdian 

masyarakat dalam bentuk hardcopy rangkap 1 yang ditujukan kepada LPPM 

Stikes A. Yani Cimahi dan proposal softcopy disimpan menjadi satu file 

dalam format PDF dengan maksimum 5 MB dan diberi nama Proposal-

_Nama Ketua Pelaksana_Skema_Tahun, Kemudian dikirim ke email 

lppm.stikesayanicimahi@gmail.com atau lppm@stikesayani.ac.id. Proposal 

yang diajukan telah diketahui oleh Ka. Prodi dengan membubuhkan tanda 

tangan pada lembar pengesahan proposal usulan. 

 

3. Evaluasi Proposal  

Proposal yang masuk ke LPPM Stikes Yani Cimahi, selanjutnya akan 

dievaluasi terlebih dahulu dari segi adminstrasi, dan usulan yang lolos 

kemudian diteruskan kepada tim penilai dan/atau reviewer internal. Yang 

selanjutnya diseminarkan untuk penentuan kemenangan dan pendanaan 

yang diberikan. 

 

4. Penentuan Pendanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat 

Penentuan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. LPPM menetapkan usulan proposal kegiatan yang didanai oleh lembaga 

berdasarkan hasil seleksi dan rekomendasi tim reviewer. Usulan yang 

ditolak dikembalikan kepada dosen pengusul.  

b. Besaran dana usulan pengabdian masyarakat berdasarkan jenis skema 

yang diusulkan dan rekomendasi dari tim reviewer  

c. Besaran dana yang ditetapkan sudah termasuk biaya output sub keluaran 

mailto:lppm.stikesayanicimahi@gmail.com%20atau%20lppm@stikesayani.ac.id
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kegiatan (wajib) 

d. Besaran dana yang ditetapkan termasuk biaya reviewer kegiatan 

e. Penetapan usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai 

diinformasikan melalui Laman LPPM atau media lainnya. 

 

5. Penandatanganan Kontrak  

Proposal yang terpilih layak didanai dan ketua tim pelaksana kegitan 

melakukan revisi sesuai masukan reviewer, Ketua tim pelaksana diundang 

untuk menandatangani kontrak pengabdian masyarakat. Penandatanganan 

kontrak dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan 

usulan. 

Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana berdasarkan status dan 

pola pengelolaan keuangan  yang berlaku di Stikes A. Yani Cimahi. 

 

6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian mayarakat 

Setelah penandatanganan kontrak, maka kegiatan pengabdian masyarakat 

dapat dimulai. Selanjutnya pelaksanaan dilakukan monitoring dan evaluasi. 

Prosedur pelaksanaan monev dijelaskan pada SOP Pengabdian Masyarakat. 

 

7. Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 

Ketua Tim pelaksana berkewajiban memberikan laporan kemajuan dan 

laporan akhir kegiatan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

a. Ketua Tim Pelaksana kegiatan wajib membuat Laporan Pengabdian 

Masyarakat dalam bentuk hardcopy rangkap 1 yang ditujukan kepada 

LPPM Stikes A. Yani Cimahi dan proposal softcopy disimpan menjadi 

satu file dalam format PDF dengan maksimum 5 MB dan diberi nama 

Laporan_Nama Ketua Pelaksana_Skema_Tahun, Kemudian dikirim 

ke email lppm.stikesayanicimahi@gmail.com atau 

lppm@stikesayani.ac.id.  

b. Laporan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan desiminasi hasil 

kegiatan untuk mengetahui kelayakan pelaksanaan kegiatan dan 

rancangan luaran baik berupa publikasi ataupun penerapan hasil kegiatan 

pengabdian masyarakat yang terintregrasi bagi pembelajaran ataupun 

memecahkan masalah di masyarakat. 

c. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk 

disampaikan kepada LPPM. 

 

mailto:lppm.stikesayanicimahi@gmail.com%20atau%20lppm@stikesayani.ac.id
mailto:lppm.stikesayanicimahi@gmail.com%20atau%20lppm@stikesayani.ac.id
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G. Sistematika Usulan Pengabdian Masyarakat 

 

Usulan Pengabdian Masyarakat Dosen maksimum berjumlah 20 halaman 

(tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang 

ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi 

kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika 

dengan urutan sebagai berikut. 

I. IDENTITAS PENGUSUL 

a. Identitas Pengusul, terdiri dari Ketua dan Anggota: 

1. Nama Pelaksana 

2. NIDN/NIDK 

Pengajuan Proposal Kegiatan Pengabdian Masyarakat 

Kepada LPPM, dengan ketentuan sebagai berikut :  

 Adanya alasan ilmiah 

 Fokus masalah dalam proposal pengabdian 

masyarakat 

TAHAP I Reviuwe Proposal pengabdian Masyarakat 

Penetapan kemenangan dan penentuan dana 

pengabdian masyakarkat 

Monev Kegiatan Pengabdian Masyarakat 

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 

 TAHAP II 

Luaran Kegiatan Pengabdian Masyarakat : 

- Publikasi 

- HKI 

- Pengembangan pembelajaran 

- Inovasi pemecahan masalah di masyarakat 

Kontrak kegiatan  Pengabdian Masyarakat 
  

Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 

TAHAP III 
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3. Pangkat dan jabatan 

4. Email Pengusul 

5. Telp 

b. Identitas Usulan 

1. Judul pengabdian kepada masyarakat 

2. Skema pengabdian kepada masyarakat yang dipilih oleh pengusul 

3. Tahun usulan dan lama pengabdian kepada masyarakat 

4. Biaya yang diusulkan di tahun berjalan 

5. Total biaya pengabdian kepada masyarakat 

6. Target capaian luaran pengabdian kepada masyarakat 

c. Lembaga Pengusul 

1. Nama Unit Program Studi Pengusul 

2. Nama Pimpinan  

3. NIDN/NIP Pimpinan 

  

II. RINGKASAN 

Ringkasan Kegiatan Pengabdian Masyarakat tidak lebih dari 500 kata yang 

memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai 

dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan 

juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang 

diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi. 

 

III. PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi 

dan permasalahan.  

 

IV. SOLUSI PERMASALAHAN 

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi 

yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara 

sistematis. 

 

V. METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan 

tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan 

untuk mengatasi permasalahan mitra. 

 

VI. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, 

indikator capaian, dan status pencapaiannya.  

 

VII. ANGGARAN 

Justifikasi anggaran disusun secara rinci sesuai dengan Skema yang 

diajukan 
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VIII. JADWAL 

Jadwal pengabdian kepada masyarakat disusun sesuai kegiatan yang akan 

dilakukan 

 

IX. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai urutan 

pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian kepada 

masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

 

X. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN MITRA 

Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disahkan 

oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap di atas meterai Rp. 

6000 kemudian disimpan dan disisipkan dalam bentuk file PDF dengan 

ukuran tidak lebih dari 1MB. 

 

XI. GAMBARAN IPTEK 

Bagian ini berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran iptek 

yang akan dilaksanakan pada mitra. 

 

XII. PETA LOKASI 

Bagian ini berisikan peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan 

jarak mitra dengan PT pengusul. 
 

XIII. PROSES PERSETUJUAN USULAN 

Pengusulan disetujui oleh pimpinan unit tempat dosen berada.  
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BAB III 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOMPETITIF  

 
 

A. Skema Program Kemitraan Masyarakat 

 

1. Pendahuluan 

 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat memecahkan 
masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable) 

dengan sasaran yang tidak tunggal. Hal-hal inilah yang menjadi alasan 

dikembangkannya program Program Kemitraan Masyarakat (PKM). 

Khalayak sasaran program PKM adalah: 1) masyarakat yang produktif secara 

ekonomi; 2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi 

berhasrat kuat menjadi wirausahawan; dan 3) masyarakat yang tidak 

produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa). 

Sasaran (mitra) masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti: 

kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, yang 

setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Mitra sasaran 

industri rumah tangga (IRT) dengan kepemilikan usaha bersifat 

individu/perseorangan disyaratkan mempunyai karyawan minimal 4 orang di 

luar anggota keluarga. Mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi 

produktif disyaratkan merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 

5 orang, seperti kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok 

pengajian, kelompok ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain. 

Mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi misalnya 
sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu 

rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, 

Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan lain sebagainya. Jenis permasalahan 

yang wajib ditangani dalam program PKM, khususnya masyarakat produktif 

secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, 

manajemen usaha dan pemasaran. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada 

bidang ekonomi, wajib mengungkapkan rinci permasalahan yang 

diprioritaskan untuk diselesaikan seperti peningkatan pelayanan, peningkatan 

ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dan lain-

lain. Kegiatan yang dilaksanakan pada mitra PKM baik mitra produktif secara 

ekonomi, mengarah ke produktif ekonomi dan mitra tidak produktif/sosial 

harus terdiri dari 2 bidang kegiatan yang membutuhkan kepakaran yang 

berbeda. 

 
2. Tujuan 

  Tujuan dari Program ini adalah: 

a. membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri 
secara ekonomi dan sosial; 

b. membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan 

bermasyarakat; dan 
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c. meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau 

keterampilan lain yang dibutuhkan (softskill dan hardskill). 

 
3. Luaran Kegiatan 

Luaran dari kegiatan ini adalah berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam 

jurnal nasional tidak terakreditasi atau terakreditasi sinta atau prosiding 

seminar nasional.  

 

 

B. Skema Program Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 

 

1. Pendahuluan 
 

Program ini merupakan kegiatan lapangan bagi dosen dan mahasiswa 

untuk mengamati permasalahan masyarakat, dan dapat memberikan 

sumbangan bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Program ini 

merupakan pembelajaran di lapangan yang sebelumnya tidak didapatkan di 

bangku kuliah.  

 
 

2. Tujuan Kegiatan 

a. Mengubah pelaksanaan program PPM dari paradigma pembangunan 
menjadi paradigma pemberdayaan; 

b. Mengembangkan tema-tema PPM dengan konsep co-creation, co-

financing dan co- benefit; dan hilirisasi hasil-hasil riset dosen yang dapat 

diterapkan kepada masyarakat melalui program PPM; dan 

c. Mengembangkan tema-tema PPM yang bermitra dengan pemerintah dan 

dunia usaha. 
 
 

3. Luaran Kegiatan 

Luaran dari kegiatan ini adalah berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam 

jurnal nasional tidak terakreditasi atau terakreditasi sinta atau prosiding 

seminar nasional, dan pembelajaran.  
 
 

C. Skema Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) 

 

1. Pendahuluan 

 

Program ini terintegrasi dengan kreasi metode wirausaha dari berbagai 
disiplin ilmu. PPK melaksanakan pembinaan melalui pelatihan manajemen 

usaha dan sejumlah kegiatan kreatif lainnya untuk menghasilkan wirausaha 

baru yang mandiri berbasis iptek. Pengelolaan PPK disarankan berkolaborasi 

dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan, 

baik di dalam maupun di luar kampus, termasuk program pengembangan usaha 

produk intelektual kampus (PPUPIK) di perguruan tinggi masing-masing. 
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PPK dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, 
menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan magang pada perusahaan yang 

mapan/unit-unit usaha/PPUPIK di perguruan tinggi dan memfasilitasi 

mahasiswa dalam berwirausaha. Pelatihan dilaksanakan untuk memberikan 

pengetahuan kewirausahaan, mendorong tumbuhnya motivasi berwirausaha, 

meningkatkan pemahaman manajemen (organisasi, produksi, keuangan, dan 

pemasaran) serta membuat rencana bisnis atau studi kelayakan usaha. 

Kegiatan magang pada perusahaan/unit-unit usaha/PPUPIK dilaksanakan 

untuk memberikan pengalaman praktis kewirausahaan kepada mahasiswa 

dengan cara ikut bekerja sehari-hari pada unit usaha tersebut. Mahasiswa 

yang telah mulai berwirausaha, mahasiswa Program Kreativitas Mahasiswa 

Kewirausahaan (PKMK), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) lainnya, 

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), mahasiswa yang berminat dan 

sedang merintis usaha, dan alumni yang berminat atau baru merintis usaha 

bisa menyempurnakan kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan 

sebelumnya, untuk meningkatkan usahanya.  

Program PPK diharapkan juga bersinergi dengan bidang 
kemahasiswaan perguruan tinggi untuk merekrut mahasiswa yang 

mendapatkan PKMK atau PKM lainnya, mahasiswa dan alumni yang sedang 

merintis usaha sebagai tenant. 

 

2. Tujuan Kegiatan PPK sebagai berikut: 

a. Menciptakan wirausaha baru mandiri yang berbasis iptek; 

b. Meningkatkan jejaring antara kewirausahaan perguruan tinggi dengan 
masyarakat industri dan lembaga lainnya; dan 

c. Menciptakan metode pelatihan kewirausahaan yang sesuai bagi mahasiswa 

pkmk/pkm lainnya/pmw/mahasiswa yang sedang merintis usaha/alumni 

wirausaha. 
 

3. Luaran Kegiatan 

Luaran dari kegiatan ini adalah berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam 

jurnal nasional tidak terakreditasi atau terakreditasi sinta atau prosiding 

seminar nasional atau produk inovasi. 

 

 

 

D. Skema Program Pengembangan Kewirausahaan Produk Inteketual 

(PPKPI) 

 

1. Pendahuluan 

 

Pengembangan Kewirausahaaan Produk Intelektual Kampus (PPKPI), 
perguruan tinggi berpeluang memperoleh pendapatan dan membantu 

menciptakan wirausaha baru. Hasil riset perguruan tinggi yang merupakan 

inovasi baru dan mempunyai nilai ekonomis serta mendapat perlindungan 

Kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta atau paten, merupakan aset yang 

sangat berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan PPKPI. 
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Program PPKPI diharapkan mampu mendorong perguruan tinggi dalam 
membangun akses yang menghasilkan produk jasa dan/atau teknologi hasil 

ciptaannya sendiri. Wujud PPKPI di perguruan tinggi dapat berupa unit 

usaha, sebagai contoh: pusat produksi, pusat konsultasi, pusat desain, pusat 

pelatihan, pusat perbaikan dan perawatan, pusat penelitian dan 

pengembangan, dan pusat perawatan kesehatan. PPKPI dapat bermitra 

dengan Bank, BUMN, Pemda, Investor dan dapat juga bermitra dengan 

kalangan industri lainnya. PPKPI dapat dikelola oleh kelompok dosen sesuai 

dengan kompetensinya di level laboratorium, perencana percontohan, 

bengkel, jurusan/departemen, fakultas/sekolah, UPT, pusat riset dan 

pengembangan atau lembaga lain yang berada di dalam perguruan tinggi 

tersebut.  

 
2. Tujuan Kegiatan 

a. Mempercepat proses pengembangan budaya kewirausahaan di perguruan 

tinggi; 

b. Membantu menciptakan akses bagi terciptanya wirausaha baru; 

c. Menunjang otonomi kampus perguruan tinggi melalui perolehan 

pendapatan mandiri atau bermitra; 

d. Memberikan kesempatan dan pengalaman kerja kepada mahasiswa; 

e. Mendorong berkembangnya budaya pemanfaatan hasil riset 

perguruan tinggi bagi masyarakat; dan 

f. Membina kerjasama dengan sektor swasta termasuk pihak industri dan 

sektor pemasaran. 

 

3. Luaran Kegiatan 

Luaran dari kegiatan ini adalah berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam 

jurnal nasional tidak terakreditasi atau terakreditasi sinta atau prosiding 

seminar nasional.  
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BAB IV 

PENGABDIAN MASYARAKAT DESENTRELISASI 

 
 

A. Skema Program Pengembangan Desa Mitra 

 

1. Pendahuluan 

 

Pengembangan kawasan perdesaan menjadi isu penting dalam 5 tahun 
terakhir. Kemajuan perdesaan sangat mempengaruhi stabilitas nasional baik 

dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan 

keamanan. Perkembangan sosial ekonomi desa akan lebih cepat dengan 

dibangunnya infrastruktur dan terbukanya akses. Sentuhan dari perguruan 

tinggi berupa hilirisasi hasil riset multidisiplin akan memberikan akselerasi 

kualitas dan kuantitas kemajuan desa di segala bidang (sosial, ekonomi, 

hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, 

maritim, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan lainnya) tanpa 

meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebutIsu-

isu penting yang ditangani dalam program ini antara lain pendidikan, 

kesehatan, lingkungan dan konservasi, pangan, energi, pariwisata, budaya, 

industri kreatif, penatakelolaan wilayah/sumber daya alam dan sumber daya 

manusia, moral, karakter dan etika, maritim, dan lainnya. Dengan demikian, 

akan terbangun Desa Mitra perguruan tinggi yang memiliki keunggulan 

tertentu sebagai icon dan penggerak utama pembangunan desa 

 

 

2. Tujuan Kegiatan 
a. Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai 

dengan urgensi kebutuhan masyarakat desa; 

b. Memberikan solusi permasalahan masyarakat desa dengan pendekatan 

holistik berbasis riset multidisiplin; 

c. Membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan 
wilayah desa; 

d. Membantu mensukseskan terlaksananya program rpjm desa; 

e. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa; 

f. Mempercepat pembangunan desa pada berbagai bidang secara 

berkelanjutan; 

g. Memperkuat sinergi perguruan tinggi (pt) dengan pemangku kepentingan 

terkait dalam pembangunan desa; dan 

h. Membentuk desa mitra sebagai salah satu model science-techno-park 

perguruan tinggi. 

 

3. Luaran Kegiatan 

Luaran dari kegiatan ini adalah berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam 

jurnal nasional tidak terakreditasi atau terakreditasi sinta atau prosiding 

seminar nasional.  
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B. Skema Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi 

(PPMUPT) 
 

1. Pendahuluan 
 

Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi 

(PPMUPT) dilatarbelakangi berbagai permasalahan yang merujuk pada 

rencana strategis (Renstra) pengabdian kepada masyarakat untuk 

memecahkan masalah di masyarakat dalam satu desa atau satu 

kelurahan. PPMUPT ditujukan untuk dapat membantu mengatasi 

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat umum seperti kemiskinan, 

kesetaraan gender dan inklusi sosial, bencana alam, keamanan, 

kesehatan, pendidikan, lingkungan, kependudukan, sosial politik dan 

masalah sosial lainnya; dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat 

ekonomi produktif seperti masalah produksi, manajemen, dan 

pemasaran 

 

2. Tujuan Kegiatan 

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 
a. Mempercepat target capaian renstra pengabdian kepada masyarakat PT; 

b. Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai 
dengan urgensi kebutuhan masyarakat; dan 

c. Memberikan solusi permasalahan masyarakat. 

d. Memberikan dukungan, penguatan, dan pendampingan pelaksanaan 

program prioritas dalam implementasi kerjasama dengan lembaga 

negara/LPK/LPNK; 

e. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri 
secara ekonomi dan sosial; 

f. Membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam 

kehidupan bermasyarakat; dan 

g. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau 

keterampilan lain yang dibutuhkan (softskill dan hardskill). 
 

3. Luaran Kegiatan 

Luaran wajib program PPMUPT sebagai berikut: 
a. minimal pertahun menghasilkan satu artikel ilmiah yang 

dipublikasikan melalui jurnal nasional ber ISSN (bukan pada jurnal 

terbitan PT pengusul) atau satu artikel dalam prosiding ber ISBN 

dari seminar internasional yang dilaksanakan di dalam negeri; 

b. artikel pada media massa cetak/elektronik tiap tahun; dan video kegiatan. 

 

4. Kriteria Kegiatan 

Kriteria kegiatan PPMUPT sebagai berikut: 
a. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan renstra pengabdian 
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kepada masyarakat PT; 

b. Diprioritaskan kegiatan yang dilaksanakan merupakan diseminasi 

hasil penelitian dari tim pengusul; 

c. Merupakan program multi tahun dengan lama kegiatan ini tiga tahun; 

d. Memiliki mitra berupa satu wilayah desa/desa adat/kelurahan yang 

melibatkan dua kelompok masyarakat per tahun; 

e. Kelompok masyarakat mitra yang ditangani dapat berganti setiap 

tahunnya; 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Penyelesaian Buku Panduan ini melalui proses yang cukup panjang dan 

melalui tahapan penyempurnaan yang berulang-ulang. Berkat upaya kerja keras 

segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Buku Panduan Pengabdian 

kepada Masyarakat bagi civitas akademika Stikes Jenderal Achmad Yani 

Cimahi Edisi III Tahun 2019 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut 

kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya Buku Pedoman 

ini telah terselesaikan dengan baik. 

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan 

kegiatan pengabdian masyarakat, khususnya bagi para dosen dan mahasiswa 

sebagai pelaku utama kegiatan pengabdian masyarakat. Buku pedoman ini juga 

sebagai acuan yang jelas bagi pengelola kegiatan pengabdian masyarakat mulai 

proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku pedoman 

ini, para pemangku kepentingan (stakeholders) kegiatan pengabdian masyarakat 

dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, 

namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurang sempurnaan. Semoga 

Buku Pedoman ini dapat mengawal kegiatan pengabdian masyarakat di Stikes 

Jenderal A. Yani Cimahi sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat 

memberi sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing Indonesia. 

 

 

 

 

Tim Penyusun 
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Lampiran 1 Format Halaman Sampul  

 

 

 

 

 

USULAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL DOSEN 

 

SKEMA PENGABDIAN MASYARAKAT 

…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDUL KEGIATAN PENGABDIAN 

 

 

TIM PENGUSUL 

(Nama Ketua dan Anggota Tim, dilengkapi dengan NIDN) 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI 

PERGURUAN TINGGI 

 

 

BULAN DAN TAHUN 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2. Halaman Pengesahan 

 

Pengesahan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 

 

A. Judul Kegiatan : …………………………………………… 

Ketua Tim   

a. Nama Lengkap : …………………………………………… 

b. Jabatan Fungsional : …………………………………………… 

c. NIDN : …………………………………………… 

d. Program Studi : …………………………………………… 

e. No. HP : …………………………………………… 

   

Anggota Tim   

a. Nama Lengkap : …………………………………………… 

b. NIDN : …………………………………………… 

c. Perguruan Tinggi : …………………………………………… 

   

B. Biaya Kiatan PkM : …………………………………………… 

C. Sumber dana : …………………………………………… 

   

Mengetahui, 

Ka.Prodi 

 

 

(nama jelas+Gelar) 

 Cimahi……………… 

Ketua Tim 

 

 

 

(nama jelas+Gelar) 

 

 

 

 

Ka.LPPM 

Stikes Jenderal A. Yani Cimahi 

 

 

 

(nama jelas+Gelar) 

Menyetujui,  

Ka. Unit PkM 

Stikes Jenderal A. Yani Cimahi 

 

 

 

(nama jelas+Gelar) 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 Kontrak Pengabdian Masyarakat 
 
 

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN 
MASYARAKAT ANTARA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN 
KEPADA MASYRAKAT STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI 

DAN KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN 
 
 

Nomor : 
 

Pada hari ini…………tanggal……………………Bulan……………..,tahun 

……….yang bertandatangan di bawah ini:  

Nama : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc 

NIDN : 0404017601 

NIP : 2004.025.76 

Jabatan : Kepala LPPM Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Stikes A. Yani 

Nomor………………………berwenang dalam jabatannya tersebut dan bertindak 

untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Stikes 

Jenderal A. Yani Cimahi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 

 

Nama    :  

NIDN    :  

NIP    :  

Pekerjaan:  

 

Dalam hal ini bertindak dalam  kapasitasnya sebagai pribadi sekaligus Ketua Tim 

dalam Program Pengabdian Masyarakat Dosen Skema ........................untuk dan 

atas nama dirinya sendiri sebagai dosen Stikes A.Yani Cimahi, yang selanjutnya 

disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

 

Kedua belah pihak secara bersama-sama sepakat mengadakan perjanjian 

pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Dosen dengan ketentuan dan 

syarat-sayarat sebagai berikut: 

Pasal 1 

TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN PELAKSANAAN PkM 

 

(1) PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan PkM dengan 

judul:............................... 

(2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan 

ketentuan dalam perjajian ini dan Pedoman Pengabdian Masyarakat yang 

telah ditetapkan oleh Ka. LPPM Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi. 



 

 

 

(3) PARA PIHAK wajib menjaga profesionalisme dan etika pelaksanaan 

penelitia sesuai dengan peraturam dan kebiasaan yang ada. 

 

Pasal 2 

JANGKA WAKTU PERJANJIAN 

 

(1) Perjanjian ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan 

berakhir satu bulan (hari kerja) setelah jangka waktu PkM berakhir.  

(2) Jangka waktu penelitian terhitung sejak dinyatakan diterimanya proposal 

PkM untuk didanai. 

(3) PIHAK KEDUA wajib mematuhi dan mengikuti batas waktu setiap tahapan 

PkM yang ditentukan PIHAK PERTAMA dan sebagaimana tercantum 

dalam proposal PkM. 

 

Pasal 3 

PELAPORAN HASIL KEGIATAN PkM 

 

(1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Laporan Kegiatan PkM kepada 

PIHAK PERTAMA yang sekrang-kurangnya terdiri dari: 

a. Hard copy  laporan akhir kegiatan yang telah mendapatkan 

pengesahan dari Ka. Prodi, Ka unit PkM dan Ka. LPPM Stikes A. 

Yani sebanyak 1 eksemplar 

b. Soft Copy laporan PkM ke laman lppm@stikesayani.ac.id 

(2) Semua dokumen laporan penelitian dari  PIHAK KEDUA sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) harus mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh 

PIHAK PERTAMA. 
(3) Penyerahan semua dokumen laporan PkM dari PIHAK KEDUA 

ssebagimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat pada hari berakhirnya 

jangka waktu PkM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) 

(4) Penyerahan semua dokument laporan penelitian dari PIHAK KEDUA 

sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara langsung 

melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat maupun melalui 

email ke alamat lppm@stikesayani.ac.id 

(5) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan dokumen bukti penyerahan semua 

dokumen laporan PkM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah PIHAK 

KEDUA menyerahkan semua dokumen yang dimaksud dalam ayat (1)   

 

Pasal 4 

BIAYA KEGIATAN PkM 

 

(1) Biaya kegiatan PkM sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini 

disesuaikan dengan Skema PkM................sebesar................................... 

(2) Harga yang dinyatakan dalam rincian perkiraan biaya telah dievaluasi sendiri 

oleh PIHAK KEDUA berdasarkan pertimbangan dari Penilai (Reviewer) 

dengan memperhatikan harga hanorarium peneliti dan anggota, biaya bahan 

mailto:lppm@stikesayani.ac.id
mailto:lppm@stikesayani.ac.id


 

 

habis pakai, biaya perjalanan, dan biaya lainnya yang harus dikeluarkan pada 

saat pelaksanaan kegiatan PkM. 

 

Pasal 5 

CARA PEMBAYARAN 

 

Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan PkM oleh PIHAK PERTAMA 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) akan diberikan kepada 

PIHAK KEDUA melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 60% dari keseluruhan Biaya 

Pelaksanaan kegiatan PkM, dilakukan setelah kontrak kegiatan PkM ini 

ditandatangani oleh PARA PIHAK. 

b. Pembayaran tahap kedua sebesar 40% dari keseluruhan Biaya Pelaksanaan 

kegiatan PkM, dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua 

dokumen laporan hasil kegiatan PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (1). 

 

Pasal 6 

PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PkM 

 

(1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara langsung dan pribadi terhadap: 

a. Keaslian kegiatan PkM; 

b. Proses Pelaksanaan kegiatan PkM; 

c. Laporan Akhir kegiatan PkM; dan 

d. Laporan Penggunaan Dana kegiatan PkM. 

(2) PIHAK KEDUA setuju untuk menyediakan seluruh informasi, jadwal, 

perhitungan, dan data pendukung lain kepada PIHAK PERTAMA atau 

pihak lain yang berwenang untuk itu jika diperlukan. 

 

Pasal 8 

SANKSI DAN DENDA 

 

(1) Penyerahan Laporan kegiatan PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1), setelah berakhirnya jangka waktu kegiatan PkM dikenakan sanksi 

pemotongan dana kegiatan PkM sebesar 1% (satu persen) dari keseluruhan 

dana kegiatan PkM untuk setiap hari (kalender) keterlambatan. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terakumulasi hingga paling 

banyak sebesar 14% (empat belas persen) dari keseluruhan dana kegiatan 

PkM. 

(3) Dalam hal keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melebihi 

waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak batas akhir penyerahan Laporan  

kegiatan PkM, PIHAK KEDUA kehilangan haknya untuk menerima 

Pembayaran Tahap Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf b. 

(4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak juga menyerahkan Laporan kegiatan PkM 

hingga 30 hari sejak batas akhir yang ditentukan PIHAK PERTAMA, maka 

PIHAK KEDUA dianggap mengundurkan diri dari Program kegiatan PkM 



 

 

Unit Pengabdian kepada Masyarakat pada periode yang bersangkutan dan 

wajib mengembalikan keseluruhan dana kegiatan PkM yang telah 

diterimakan. 

(5) Apabila dalam melakukan kegiatan kegiatan PkM PIHAK KEDUA 

melakukan pelanggaran etika kegiatan PkM sebagaimana diatur dalam 

Pedoman Pelaksanaan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdaian 

Masyarakat, maka sanksi yang dikenakan oleh PIHAK PERTAMA dapat 

berupa: 

a. Teguran Lisan; 

b. Teguran Tertulis; 

c. Pengembalian seluruh dana kegiatan PkM yang telah diterima; 

d. Tidak diperbolehkan mengikuti Program Penelitian paling lama 2 (dua) 

tahun sejak keputusan dijatuhkan; 

 

Pasal 10 

KETENTUAN PENUTUP 

 

(1) Kontrak ini tidak dapat diperbaharui atau direvisi selama periode waktu 

pelaksanaan kegiatan PkM selain atas kesepakatan PARA PIHAK. 

(2) Apabila selama pelaksanaan penelitian terjadi perselisihan antara PIHAK 

PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, penyelesaiannya dilakukan secara 

musyawarah mufakat. 

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan lebih lanjut 

oleh kedua belah pihak secara musyawarah mufakat. 

 

Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh 

kedua belah pihak, 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan 1 

(satu) rangkap lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing 

mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

 

 

PIHAK PERTAMA       PIHAK KEDUA 

Ka. LPPM Stikes A.Yani Cimahi 

 

 

Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc   ....................................... 

NIP. 2004.025.76 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 5. Format Penilaian Hasil kegiatan PkM  

 

PENILAIAN USULAN KEGIATAN PkM DOSEN 

 

 
 

N

o 

Kriteria Penilaian Bobot 

(%) 

Skor Nilai 

1 Rekam Jejak Pengusul 

Kualitas dan kuantitas Publikasi Ketua dan 

Anggota 

 

20 

  

 
 

2 

Isi Kegiatan: 

a. Ketajaman analisis situasi permaslahan  

b. Rumusan masalah prioritas 

c. Kesesuaian kompetensi tim dalam 

menyelesaikan permaslahan 

d. Metode pelaksanaan, solsi, dan rencana 

kegiatan yang ditawarkan 

e. Kesesuian penugasan tim pelaksana 

     40   

 
 

3 

Pelaksanaan Kegiatan 
a. Kesesuaian dan kewajaran RAB usulan 

b. Kesesuian Jadual 

c. Keterlibatan Mitra 

20   

 
 
4 

Peluang luaran penelitian: 
a. Publikasi ilmiah 
b. Pengembangan iptek-sosbud 
c. Pengayaan bahan ajar 

d. HI 

e. Produk Inovasi 

 
 

10 
  

Jumlah 100   

 
Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = 

baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6. Monitoring dan Evaluasi Lapangan  

 

MONITORING DAN EVALUASI (PENGAWASAN) PENELITIAN DOSEN 

 

Skema  PkM : ………………………………………………… 

Judul Kegiatan :  .......................................................................... 

Program Studi :  ........................................................................... 

Ketua Tim 

a. Nama Lengkap :  .......................................................................... 

b. NIDN/NIDK/NIP :  ........................................................................... 

Tahun Biaya Diusulkan ke LPPM : Rp ....................................... 

Biaya Direkomendasikan : Rp ........................................ 

 
 

No 
 

Komponen Penilaian Bobot 

(%) 

 
Skor 

 
Nilai 

1 Keutuhan dan Keterpaduan program kegiatan 15   

2 Kesesuaian mutu Kegiatan : 

a. Tujuan dan metode pengumpulan data 

b. Metode pengumpulan data dan hasil Kegiatan 

20   

3 Penggunaan Anggaran PkM 25   

4 Pencapaian Target luaran yang direncanakan 25   

5 Pencapaian alokasi waktu Kegiatan 15   
 

JUMLAH 
 

100 

  

Komentar Penilai: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................. 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

Tanda tangan  

(Nama Lengkap) 



 

 

Lampiran 7 - Format CV Pengusul  

Curriculum Vitae setidaknya memuat informasi mengenai data-data tersebut di bawah ini yang 

dibuat secara urut dan ditandatangani pada bagaian akhirnya. 

 

A. Identitias Diri 

Nama  :………………………………………………………………… 

NIP  :………………………………………………………………… 

NIDN/NIDK :………………………………………………………………… 

Program Studi :………………………………………………………………… 

Alamat  :………………………………………………………………… 

Hp  :………………………………………………………………… 

 

B. Riwayat Pendidikan 

No Jenjang 

Pendidikan 

Instansi 

Pendidikan 

Periode 

Pendidikan 

    

    

 

C. Riwayat Kegiatan PkM 

No Judul Kegiatan PkM Penyelenggaran Kegiatan Tahun 

    

    

 

D. Riwayat Pengalaman Publikasi 

No Judul Media Publikasi Tahun 

    

    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam Curiculum Vitae ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup mnerima risikonya. 

Demikian Curiculum Vitae ini saya buat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat pengajuan 

Penelitian Dosen tahun………yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi. 

 

Cimahi, Tanggal, bulan, dan tahun 

Pengusul  

 



 

 

Lampiran 8 – Format dalam Sistematika PkM 

 

Proposal dan Laporan Hasil Penelitian dalam Program kegiatan PkM  Dosen ditulis menggunakan 

font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak 1,5 spasi dan ukuran kertas A4 serta mengikuti 

sistematika sebagai berikut: 

A. Format Usulan Kegiatan PkM 

No. Sub – Title 

1 Halaman Judul 

2 Halaman Pengesahan  

3 Ringkasan Kegiatan PkM 

4 Latar Belakang 

 a. Rumusan Masalah 

 b. Tujuan PkM 

 c. Urgensi PkM 

5 Tinjauan Pustaka 

6 Metode Kegiatan PkM 

7 Luaran dan target Capaian 

8 Rencana Anggaran Biaya 

9 Jadual PkM 

10 Daftar Pustaka 

11 Persetujuan atau pernyataan Mitra (Jika ada) 

12 Lampiran 

 c. Justifikasi Penggunaan Angaran 

 d. CV Pengusul 

 e. Lembar Persetujuan Anggota (Penelitian Kelompok) 

 

B. Format Laporan Hasil PkM 

 

No. Sub - Title 

1 Halaman Judul 

2 Halaman Pengesahan  

3 Kata Pengantar 

4 Abstract  

5 Ringkasan / intisari 

6 Daftar Isi 

7 BAB I PENDAHULUAN 

 a. Latar Belakang Masalah  

 b. Rumusan Masalah 

 c. Tujuan Kegiatan 

 d. Urgensi Kegiatan PkM 

8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

9 BAB III METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 a. Sifat PkM 

 b. Bahan/Data/ Alat Kegaitan 

10 BAB IV HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 



 

 

11 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 a. Kesimpulan 

 b. Saran 

12 Daftar Pustaka 

13 Lampiran 

 a. Justifikasi Penggunaan Angaran 

 b. CV Pengusul 

 c. Lembar Persetujuan Anggota (Penelitian Kelompok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 12 -  Format Dafat Pustaka 

 

Penulisan daftar pustaka disusun secara alfabetis dengan nama pengarang dibalik. Tata cara 

penulisan adalah sebagai berikut: 

- Buku 

‹nama pengarang›, ‹tahun terbit›, ‹judul›, ‹penerbit›, ‹tempat terbit›. 

Pollock, Frederick, dkk, 1888, An Essay on Possession in the Common Law, Clarendon Press, 

Oxford. 

 

- Artikel Jurnal 

‹nama pengarang›, “‹judul›”, ‹nama jurnal›, ‹volume›,‹nomor›, ‹bulan›, ‹tahun›. 

Pound, Roscoe, “The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence”, Harvard Law Review, 

Vol. 25, No. 6, April 1912. 

 

- Hasil Penelitian/Tugas Akhir 

‹nama pengarang›, ‹tahun terbit›, ‹judul›, ‹jenis publikasi (hasil penelitian/skripsi/tesis/disertasi)›, 

‹institusi›, ‹tempat institusi›. 

Mertokusumo, Sudikno, 1971, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 

1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Indonesia, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

 

- Makalah/Pidato 

‹nama pengarang›, “‹judul›”, ‹jenis publikasi›, ‹forum›, ‹tempat›, ‹waktu›. 

Hardjasoemantri, Koesnadi, “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup”, Pidato, Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah 

Mada, Yogyakarta, 15 April 1985. 

 

- Artikel dalam Antologi dengan Editor 

‹nama pengarang›, “‹judul artikel›”, dalam ‹editor›, ‹tahun›, ‹judul buku›, ‹penerbit›, ‹tempat 

terbit›. 

Madison, James, “The Federalist No. XVIII”, dalam Hamilton, Alexander, et al., 1837, The 

Federalist: On the New Constitution, Written in the Year 1788, Glazier, Masters & Smith, 

Hallowell. 

 

- Artikel Majalah atau Koran 

‹nama pengarang›, “‹judul artikel›”, ‹nama majalah/koran›, ‹tanggal artikel diterbitkan›. 

Falaakh, Mohammad Fajrul, “Monarki Yogya Inkonstitusional?”, Kompas, 1 Desember 2010. 

 

- Internet 

‹nama pengarang›, “‹judul artikel›”, ‹alamat url lengkap›, diakses ‹tanggal akses›. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi Alam", 

http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/29-52-komisi-negara-kpai-ditentukanseleksi-

alam-.html, diakses 15 Januari 2011. 

 

- Peraturan Perundang-undangan 

Nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun, dan judulnya, diikuti dengan 

nomor dan tahun tempat pengundangan. 



 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3817). 

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek 43 Sebagai 

Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 502). 

 

- Putusan Pengadilan 

Nomenklatur produk forum pengadilan, nomor produk, perihal, tanggal mulai berkekuatan 

hukum. 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55PK/Pid/1996 perihal Peninjauan Kembali perkara 

Dr.Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., 25 Oktober 1996. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, 30 Desember 2003. 

 

Note 

Pergunakan sistem daftara pustaka menggunakan format Mendeley, zetero, atau aplikasi 

lainnya yang mendukung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TKT Jenis Kesehatan–Produk Vaksin/Hayati 

 

NO DEFINISI/STATUS INDIKATOR 

1 Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan 1. Studi literatur ilmiah tentang prinsip 
dasar teknologi yang dikembangkan 
sudah ada; 

2. Survey awal pasar telah dimulai dan dinilai; 
3. Potensi aplikasi ilmiah untuk pemecahan 

masalah telah digambarkan. 
2 Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi. 

(Intelektual intensif yang fokus terhadap masalah 
menghasilkan studi literatur yang mereview dan 
menghasilkan 
ide riset, hipotesis dan desain eksperimen terkait 
isu-isu ilmiah. 

1. Hipotesis telah terbentuk; 
2. Pengembangan desain riset sudah ada; 
3. Protokol riset untuk mengujian kebenaran 

prinsip sudah ada; dan 
4. Protokol sudah direview oleh kumpulan para 

ahli dan disetujui. 

3 Pembuktian konsep fungsi dan/ atau 
karakteristik penting secara analitis dan 
eksperimental. Iniasiasi Proof of Concept untuk 
pengembangan produk vaksin digambarkan 
dengan penelitian terbatas baik secara in vitro 
maupun in vivo pada hewan model. 

1. Studi analitik mendukung prediksi kinerja 
elemen- elemen teknologi sudah ada; 

2. Karakteristik/sifat dan kapasitas unjuk kerja 
sistem dasar telah diidentifikasi dan diprediksi; 

3. Telah dilakukan percobaan laboratorium 
secara in vitro; dan 

4. Telah dilakukan percobaan laboratorium 
secara in vivo pada hewan model. 

4 Validasi komponen/subsistem dalam 
lingkungan laboratorium. 
Komponen dasar teknologi terintegrasi untuk 
menunjukkan bahwa teknologi akan bekerja 
bersama. Saat ini low fidelity (masih 
memungkinkan adanya kesalahan) bila 
dibandingkan dengan teknologi asli. Contoh 
penambahan alat ad hoc di Laboratorium. 
Penelitian laboratorium non GLP dilakukan untuk 
mendefinisikan hipotesis dan mengidentifikasi 
data-data yang relevan yang diperlukan untuk 
penilaian teknologi pada desain eksperimental 
yang akurat. 
Studi eksploratif dari kritikal teknologi untuk 
efektifnya integrasi ke dalam kandidat 
biologik/vaksin (pH, adjuvant, stabilizer, 
pengawet, buffer, cara pemberian, metode 
purifikasi yang diusulkan, karakterisasi kimia dan 
fisika, hasil metabolit dan ekresi/eliminasinya, 
dose ranging, uji tantang (untuk proteksi). 
Kandidat vaksin/biologik sudah diujikan 
pada hewan model untuk melihat potensi, efek 
biologi, keamanan, efek samping dan 

1. Prototipe skala Lab telah dihasilkan; 
2. Prototipe skala Lab Good Laboratory Practice 

(GLP) telah dihasilkan untuk bahan uji Preklinis; 
3. Proses ‘kunci’ untuk produksi telah 

diidentifikasi dan dikaji di lab; 
4. Integrasi sistem teknologi dan rancang 

bangun skala lab telah selesai (low 
fidelity); 

5. Telah ditetapkan Target Product Profile (TPP) 
terdiri dari pemerian sediaan, kandungan 
sediaan, indikasi, dosis, dose ranging, cara 
pemberian, khasiat, efek samping yang 
dimungkinkan, jenis sediaan; dan 

6. Uji preklinis awal berupa uji keamanan dan 
efikasi suatu kandidat biologi/vaksin telah 
digambarkan dan didefinisikan di hewan 
model. 



 

 

NO DEFINISI/STATUS INDIKATOR 

 toksisitas. Marker penanda untuk 
menentukan end point pada 
prekilinis 
maupun uji klinis sudah diidentifikasi. 

 

5 Validasi komponen/subsistem dalam suatu 
lingkungan yang relevan. 
Periode intensif studi non klinis dan 
preklinis dilakukan melibatkan data 
parametrik dan analisis dilakukan pada 
sistem yang tervalidasi, dan produksi skala 
pilot dari kandidat biologik/vaksin. Hasil 
riset menunjukkan uji potensi yang sesuai, 
usulan produksi yang akan memenuhi 
kaidah GMP pada skala pilot, identifikasi 
dan pembuktian PoC pada hewan uji dapat 
meprediksi uji di manusia, melalui marker 
yang sesuai. Melakukan GLP uji toksisitas 
pada hewan uji, menetapkan marker untuk 
prediksi uji klinis di manusia, serta 
membuktikan immunogenesitas dan 
potensi, serta PK dan PD dan inisiasi dari 
studi stabilitas sediaan. 

1. Persiapan produksi dan fasilitas GMP; 
2. Produksi biologi/vaksin skala pilot telah didesain 

dan dilakukan; 
3. Formula induk sediaan biologi/vaksin telah 

direview oleh Quality assurance dan 
memenuhi kaidah GMP; 

4. Uji preklinis keamanan, imunologi/aktifitas biologi 
dan efikasi sediaan GLP telah dilakukan; 

5. Desain uji klinis pada manusia sudah dibuat 
dan didaftarkan ke Badan POM berdasarkan uji 
preklinis; 

6. Desain uji stabilitas dan uji stabilitas terbatas 
telah dilakukan. 

6 Demonstrasi model atau prototipe 
sistem/subsistem dalam suatu lingkungan 
yang relevan. 
Diskusi pre IND sudah dimulai ke Badan 
POM dan dokumen sudah dipersiapkan 
dan dimasukkan, Fase 1 CT telah dilakukan 
pada jumlah partisipan kecil dan subjek 
dikontrol dan dievaluasi adanya gejala 
klinis secara intensif. Data 
immunogenesitas dan atau farmakokinetik 
dan farmakodinamik sudah tersedia untuk 
prediksi CT fase 2 di manusia. 

1. Uji klinis fase 1 di manusia dengan jumlah terbatas 
sudah dilakukan dan memenuhi syarat keamanan 
dan menunjukkan hasil imnunogenesitas dan 
farmakokinetik (PK) dan farmakofinamik (PD) 
yang diharapkan; dan 

2. Data hasil uji klinis 1 yang mendukung tersusun 
protokol uji klinis fase. 

7 Demonstrasi prototipe sistem 
dalam lingkungan sebenarnya. 
Uji CT fase 2 untuk menilai keamanan dan 
immnogenesitas serta aktifitas biologi 
dilakukan. Final dosis produk, dose 
ranging, cara dan waktu pemberian sudah 
ditetapkan dari hasil PK/PD. 
Data hasil CT fase 2 didokumentasikan dan 
dilaporkan ke Dirjen POM untuk persiapan 
uji CT fase 3 (efficacy). Titik akhir sutu uji 
klinis dan markernya ditetapkan atas 
persetujuan Badan POM. 

1. Uji klinis fase 2 di manusia sudah dilaksanakan; 
2. Data-data dosis produk, dosis ranging, cara 

dan waktu pemberian serta data pk dan pd 
menjadi dasar untuk menyusun protokol uji 
klinis fase 3 telah ada; 

3. Protokol uji klinis fase 3 telah dibuat dan diajukan 
ke badan pom; 

4. Telah dilakukan scaling up proses ke skala 
komersial sesuai persyaratan gmp; 

5. Validasi proses pada skala produksi 
telah dilakukan; dan 

6. Fasilitas dan ruangan produksi untuk skala 
produksi yang memenuhi gmp telah 
disiapkan. 



 

 

8 Lengkap dan handal melalui pengujian dan 
demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya. 
Hasil uji CT fase 3 memenuhi syarat 
keamanan dan efikasi dari kandidat 
iologik/vaksin.Validasi proses sudah 
terpenuhi, dan studi reprodusibilitas/ 
konsistensi sudah dilakukan. Pre registrasi 
sudah disampaikan ke Badan POM. 

1. Persetujuan registrasi dari Badan POM; 
2. Penyusunan dossier telah dimulai terkait data 

Chemical, Material dan Control, fasilitas, gedung, 
tenaga kerja, dll; 

3. Fasilitas produksi telah disetujui oleh Badan POM; 
4. Uji klinis fase 3 memenuhi persyaratan; 
5. Dossier telah didaftarkan ke Badan POM; dan 
6. Produk telah diregistrasi ke badan POM. 

9 Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui 
keberhasilan pengoperasian. 

1. Produksi rutin produk biologis/vaksin telah 
dilakukan; 

 
 

 Biologik/vaskin sudah dapat didistribusikan 
dan dipasarkan. Post marketing studies 
didesain setelah ada perjanjian dengan 
Badan POM dan dilakukannya post 
marketing surveilance (PMS). Surveilance 
dilakukan terus menerus. 

2. Distribusi dan pemasaran produk 
biologi/vaksin telah dilakukan; 

3. Protokol pms pada produk biologi dan 
hewan sudah dibuat dan diajukan ke badan 
pom; dan 

4. Pms telah dilaksanakan 
 

TKT Jenis Kesehatan – Produk Alat Kesehatan 
NO 

DEFINISI/STATUS INDIKATOR 

1 Pembuktian Prinsip Dasar Teknologi (Basic 
Principle Report) 

1. Tingkat terendah kesiapan teknologi; 
2. Penjelasan teoritis prinsip dasar teknologi; 
3. Survei awal kegunaan teknologi; 
4. Kajian konsep dasar teori ilmiah yang mendasari 

teknologi alat kesehatan terkait; 
5. Perumusan konsep dasar dan pembuktian 

secara teoritis; dan 
6. Tinjauan literatur ilmiah terkait prinsip-prinsip 

dasar teknologi. 
2 Formulasi Konsep Teknologi (Technology 

Concept Formulation). 
1. Merumuskan topik-topik penelitian, menyusun 

hipotesis, dan merencanakan rancangan 
eksperimen untuk menemukan solusi 
permasalahan dengan basis teknologi terkait; 

2. Penyusunan hipotesis-hipotesis ilmiah. 
Pembuatan rencana penelitian dan protokol 
mendapat reviu dan persetujuan; dan 

3. Melalui kajian literatur dan diskusi-diskusi ilmiah, 
disusun rencana penelitian dan studi untuk 
mengidentifikasi potensi dan peluang target 
terapi. Didokumentasikan dalam bentuk protokol 
atau rencana penelitian yang mendapat review 
dan 
persetujuan. 

3 Penelitian untuk membuktikan konsep 
teknologi (Research of Technology 
Concept). 

1. Penelitian dasar, pengumpulan dan analisis data 
ekperimen, untuk menguji hipotesis yang 
disusun. Memeriksa konsep alternatif, dan 
mengidentifikasi serta mengevaluasi komponen 
teknologi; 

2. Pengujian awal terhadap konsep rancangan 
dan evaluasi berbagai alternatif; 

3. Verifikasi desain, penetapan spesifikasi komponen; 
4. Pembuktian awal kebenaran konsep (proof-

of- concept) teknologi alat kesehatan pada 
jumlah terbatas dan model laboratorium; dan 

5. Dokumentasi hasil percobaan skala 



 

 

laboratorium yang memberikan bukti awal 
kebenaran konsep teknologi alat kesehatan. 

4 Validasi komponen dan/atau 
rangkain sistem skala laboratorium 
(Validation Component in 
laboratory). 

1. Percobaan dan pengujian skala model 
laboratorium untuk mengevaluasi dan mengkaji 
tingkat keamanan, efek samping dan efektivitas; 

2. Penyusunan prosedur dan metode yang 
digunakan dalam studi non klinis dan klinis; 

3. Pembuktian kebenaran konsep (proof-of-
concept) teknologi dan tingkat keamanan; dan 

4. Publikasi (peer-reviewed) data-data pembuktian 
kebenaran konsep teknologi dan tingkat 
keamanan. 

5 Prototipe Skala Laboratorium (Lab Scale 
Prototype). 

1. Penentuan klasifikasi (kelas 1, 2 atau 3) prototipe 
alat kesehatan berdasarkan kesetaraan dengan 
alat kesehatan yang sudah ada; 

2. Pengujian tingkat keamanan prototipe skala 
lab berdasarkan standar yang berlaku 
(misalnya: iec60601); 

3. Pengujian validasi prototipe skala lab tentang 
efektivitas dan efek samping, serta gangguan 
terhadap/dari peralatan lain. (untuk alat 
kesehatan kelas 1-2); dan 

4. Pembuktian tingkat keamanan dan 
efektivitas prototipe skala lab. 

6 Prototipe Skala Industri (Industrial Scale 
Prototype). 

1. Pengujian validasi prototipe skala industri pada 
jumlah terbatas tentang efektivitas dan efek 
samping, serta gangguan terhadap/dari 
peralatan lain. (untuk alat kesehatan kelas 1-2); 

2. Pengujian klinis fase 1 prototipe skala industri 
untuk mengetahui tingkat keamanan dan 
efektivitas pada jumlah terbatas (untuk alat 
kesehatan kelas 3); dan 

3. Pembuktian tingkat keamanan dan 
efektivitas prototipe skala industri pada 
jumlah terbatas. 

8 Prototipe Lengkap Teruji. 1. Pengujian validasi prototipe skala industri pada 
jumlah lebih besar untuk memastikan efektivitas 
dan melengkapi data yang diperlukan. (untuk 
alat kesehatan kelas 1-2); 

2. Pengujian klinis fase 3 prototipe skala industri 
untuk memastikan tingkat efektivitas pada 
jumlah lebih lebih luas (untuk alat kesehatan 
kelas 3); 

3. Sertifikasi dan standarisasi, serta 
pengajuan perijinan yang diperlukan; dan 

4. Pembuktian tingkat keamanan dan efektivitas 
prototipe skala industri pada jumlah lebih 
besar. 

9 Prototipe Teruji dan Tersertifikasi. 1. Alat kesehatan dapat didistribusikan dan 
dipasarkan setelah mendapatkan perijinan 
yang diperlukan; 

2. Penyiapan layanan dan pengawasan purna jual; dan 
3. Strategi pemasaran dan pengawasan purna jual. 

 

 

 

 



 

 

TKT Jenis Farmasi 

NO DEFINISI/STATUS INDIKATOR 

1 Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan 
dilaporkan. 

1. Review dan penilaian penemuan ilmiah 
sebagai pondasi untuk penggolongan 
teknologi baru; 

2. Telah dilakukan survei awal tentang market 
dan penilaiannya; dan 

3. Telah ada penjelasan tentang penerapan ilmiah 
yang potensial untuk masalah-masalah 
yang telah ditentukan. 

2 Formulasi konsep dan/ atau aplikasi 
formulasi. 
Fokus intelektual pada permasalahan, 
yang menghasilkan kajian terhadap 
publikasi ilmiah yang mengulas dan 
memunculkan gagasan riset, hipotesa dan 
desain ekperimen sehubungan wacana 
ilmiah terkait. 

1. Telah dihasilkannya hipotesa 
2. Telah dikembangkan, diulas dan disetujuinya 

research plan dan atau research protocol 

3 Pembuktian konsep fungsi dan/ atau 
karakteristik penting secara analitis dan 
eksperimental. 
Dilakukan sintesa awal obat kandidat, 
identifikasi letak dan mekasnisme 
kerjanya dan karakterisasi awal 
terhadap obat kandidat dalam studi 
praklinis. 

1. Telah dilakukan dan dibuktikannya proof of 
concept awal sebagai obat kandidat dalam 
model riset in vitro dan in vivo dalam jumlah 
terbatas; dan 

2. Telah dimulainya riset dasar, pengumpulan 
data dan analisa untuk menguji hipotesa, 
mengeksplorasi konsep alternatif dan 
mengidentifikasi serta mengevaluasi teknologi 
yang mendukung pengembangan obat. 

5 Validasi komponen/subsistem 
dalam suatu lingkungan yang 
relevan. 

1. Tercapainya poin keputusan dimana dipastikan 
adanya kecukupan data terkait obat kandidat 
dalam draft technical data package untuk 
mendukung kelanjutan proses dengan 
persiapan permohonon Investigational New 
Drug (IND); 

2. Telah dilakukan riset non-klinis dan klinis secara 
ketatmeliputi pengumpulan data parameter dan 
analisis dalam metode yang dirumuskan dengan 
baik dengan pilot lot (prototipe yang tervalidasi) 
obat kandidat; 

3. Hasil riset menggunakan pilot lot memberikan 
landasan untuk proses produksi yang 
memenuhi cgmp (current Good Manufacturing 
Practice)- compliant pilot lot production; 

4. Telah dilakukannya kajian keamanan dan 
toksisitas secara GLP menggunakan hewan 
model; 

5. Telah dilakukan identifikasi endpoint khasiat 
klinis (clinical efficacy) atau surrogate nya; 

6. Telah dilakukan kajian untuk mengevaluasi 
farmakokinetik dan farmakodinamik obat 
kandidat; dan 

7. Telah dimulai riset stabilitas. 



 

 

6 Demonstrasi model atau prototipe 
sistem/subsistem dalam suatu lingkungan 
yang relevan. 

1. Uji klinis Fase 1 dilakukan untuk membuktikan 
keamanan obat kandidat pada manusia dalam 
jumlah kecil dan dalam pengawasan yang hati- 
hati dan dipantau kondisi klinisnya; 

2. Aplikasi IND disiapkan dan diajukan (submit); 
3. Teknologi produksi dibuktikan melalui 

kualifikasi fasilitas cgmp; dan 
4. Hasil dari uji Fase 1 telah dilakukan dan 

memenuhi persyaratan keamanan klinis 
dan mendukung proses ke uji klinis Fase 2. 

7 Demonstrasi prototipe sistem 
dalam lingkungan sebenarnya. 

1. Uji klinis Fase 2 telah dilakukan untuk 
membuktikan khasiat awal dan untuk 
mendapatkan data keamanan dan toksisitas lebih 
lanjut; 

2. Rencana riset klinis Fase 3 atau rencana 
surrogate test telah disetujui; 

3. Aktivitas produk (yaitu bukti awal khasiat) telah 
ditentukan; 

4. Telah ditentukan dosis produk akhir, range 
dosis, jadwal, cara pemberian, terbukti (mapan) 
dari data farmakokinetik dan farmakodinamik 
secara klinis; dan 

5.  Telah dilakukan scaling up proses untuk skala 
komersial yang memenuhi syarat GMP. 

 

8 lengkap dan handal melalui pengujian 
dan demonstrasi dalam lingkungan 
sebenarnya. 

1. Validasi proses telah selesai dilaksanakan dan 
diikuti dengan uji lot consistency (konsistensi 
produk akhir); 

2. Telak dilakukan uji klinis fase 3 yang diperluas 
atau surrogate test untuk mengumpulkan 
informasi terkait keamanan dan efektifitas obat 
kandidat. Pengujian dilakukan untuk menilai 
keseluruhan risk-benefit dari pemberian obat 
kandidat dan untuk memberikan landasan yang 
cukup untuk pemberian label obat (drug 
labeling); 

3. Dossier dipersiapkan dan diajukan ke BPOM; 
4. Persetujuan dossier untuk obat oleh BPOM; dan 
5. Fasilitas skala produksi komersial telah ada dan 

telah diinspeksi BPOM. 
9 Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui 

keberhasilan pengoperasian. 
1. Farmasetikal (obat) atau alat medis 

telah didistribusikan/dipasarkan; dan 
2. Telah dilakukan riset dan pengawasan 

post- marketing (non-klinis maupun klinis). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TKT Jenis Sosial Humainoradan Pendidikan 

NO DEFINISI/STATUS INDIKATOR 

1 Prinsip dasar riset telah diobservasi 
dan dilaporkan 

1. Latar belakang dan tujuan litbang telah 
didefinisikan 

2. Ada pertanyaan litbang (question research) yang 
ingin diketahui atau dijawab. 

3. Fakta dan argumen dasar yang relevan dan 
mendukung perlunya dilakukan litbang 

4. Litbang diperlukan untuk mendukung kebijakan 
pemerintah, mengetahui fenomena atau solusi 
masalah, dll 

2 Dukungan Data Awal, Hipotesis, Desain 
& Prosedur Litbang telah dieksplorasi 

1. Hipotesis litbang telah disusun 
2. Dukungan data awal terhadap pertanyaan litbang 

yang ingin dijawab 
3. Desain litbang (research design) yang akan 

dilakukan telah dieksplorasi (penentuan topic 
data, penyusunan kuesioner, tema FGD, dll.) 

4. Alternatif metodologi, prosedur dan tahapan 
yang akan dilakukan telah ditelusuri 

3 Rancangan dan Metodologi Penelitian 
tersusun komplit 

1. Rancangan metodologi yang digunakan 
untuk menjawab pertanyaan penelitian telah 
disusun 

2. Rancangan penentuan sampling, 
dan/atau pengumpulan kebutuhan data 
dan teknik pengumpulan data telah 
disusun 

3. Kecukupan dan kelengkapan data 
telah ditetapkan 

4. Evaluasi teknis dan prediksi hasil telah dilakukan 
5. Skenario dan alternatif untuk kelengkapan 

data telah disusun 
6. Desain litbang telah komplit 

4 Pengumpulan Data, Validasi pada 
Lingkungan Simulasi atau Contoh 
/Kegiatan Litbang 

1. Pengumpulan data primer telah dilaksanakan 
(kuesioner/FGD//atau dalam bentuk lain) 

  2. Validasi untuk memastikan data yang diperoleh 
relevan dan terkait telah dilaksanakan 

3. Dukungan data sekunder dapat melengkapi data 
awal yang telah diperoleh sebelumnya 

4. Data yang ada teruji validitas dan reliabilitasnya. 
5. Kehandalan data dan sistem (relatif) masih 

rendah dibandingkan dengan sistem yang 
diharapkan 

5 Kelengkapan dan Analisis Data pada 
Lingkungan Simulasi / Kegiatan Litbang 

1. Kehandalan data telah meningkat signifikan. 
2. Data telah cukup dan memenuhi syarat 

untuk analisis lanjutan. 
3. Analisis awal dengan data yang lengkap 

telah dilakukan 
4. Data diintegrasikan untuk analisis 

pengambilan kesimpulan 
5. Laporan Kemajuan (analisis pendahuluan telah 

dihasilkan) dan rancangan output telah 
disusun. 



 

 

6 Hasil Litbang penting dan signifikan 
untuk pendukung keputusan dan 
kebijakan 

1. Laporan (kesimpulan dari analisis telah 
dihasilkan) telah disusun. 

2. Hasil /output litbang Sosial Humainora dan 
Pendidikan (pembuatan rekomendasi / 
policy brief dan lainnya) telah selesai dibuat. 

3. Rancangan rekomendasi (alternatif 
regulasi, kebijakan atau intervensi 
pemerintah) telah dihasilkan. 

4. Daftar pihak terkait dengan regulasi/ 
kebijakan/ intervensi yang disarankan telah 
diketahui. 

5. Komunikasi awal dengan pihak terkait 
(internal/eksternal) mulai dilakukan. 

6. Surat Pengantar penyampaian Hasil / Output 
Litbang telah disiapkan. 

7 Pemanfaatan hasil litbang untuk 
perbaikan Kebijakan dan Tatakelola 

1. Surat Pengantar dan Hasil / Output 
Litbang 
(rekomendasi/kesimpulan/alternatif) 
telah disampaikan kepada pihak terkait; 

2. Bukti (Evidence) diterimanya hasil / Output 
litbang oleh pihak terkait; 

3. Hasil/ output litbang yang disampaikan 
menjadi referensi dan informasi bagi pihak 
terkait; 

4. Sebagian atau beberapa hasil/ output litbang 
yang disampaikan menjadi 
dasar/pertimbangan untuk perbaikan 
penerapan hasil litbang non Sosial Humainora, 
dan Pendidikan atau strategi pemanfaatan dan 
penerapan hasilnya; 

5. Sebagian atau beberapa hasil/output litbang 
yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan 
untuk regulasi / kebijakan atau intervensi 
pemerintah; 

6. Terjadi komunikasi intensif dengan pihak terkait 
tentang hasil/output litbang. 

8 Dukungan untuk Regulasi dan Kebijakan 
terkait Aspek Sosial Humainora dan 
Pendidikan 

1. Sebagian besar (lebih separuh) hasil/ output 
litbang Sosial Humainora dan Pendidikan 
menjadi dasar/pertimbangan untuk 
perbaikan penerapan hasil litbang non Sosial 
Humainora dan Pendidikan atau strategi 
pemanfaatan dan penerapan hasilnya; 

2. Sebagian besar (lebih separuh) hasil/output 
litbang Sosial Humainora dan Pendidikan yang 

 

  disampaikan menjadi dasar/pertimbangan 
untuk regulasi/kebijakan atau intervensi 
pemerintah; 

3. Terjadi komunikasi (intensif) dengan pihak 
terkait tentang hasil/output litbang dan 
tindak lanjutnya; 

4. Bukti (evidence) telah dimanfaatkannya hasil / 
output litbang oleh pihak terkait. 



 

 

9 Kontribusi kebijakan yang 
direkomendasikan untuk perbaikan 
Kondisi Pembangunan 

1. Rekomendasi hasil litbang memberikan 
kontribusi dalam perbaikan hasil litbang 
non Sosial Humainora dan penerapannya 

2. Rekomendasi hasil litbang memberikan 
kontribusi dalam perbaikan elemen 
sosial ekonomi masyarakat. 

3. Hasil litbang dan rekomendasi benar-benar 
telah berhasil memperbaiki kondisi sosial 
ekonomi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


